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A. Latar Belakang Masalah 
Di era sekarang ini berbagai media hiburan telah banyak kita temukan. 
Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, media hiburan yang paling mudah 
dijangkau oleh masyarakat adalah sebuah kotak pemancar suara (audio) dan 
visual (gambar) atau lebih dikenal dengan televisi. Televisi bukan lagi 
merupakan barang mewah, sebagian besar penduduk di dunia memiliki benda 
yang dinamakan televisi. Beragam stasiun televisi dengan aneka program 
siarannya yang disajikan dengan kualitas dan tata suara yang apik menjadikan 
televisi sebagai sumber segala informasi dan juga hiburan yang dibutuhkan kita 
semua.
1
 Televisi juga telah memberi andil besar dalam percepatan 
demokratisasi bidang politik, ekonomi, pendidikan dan aspek alinnya. Sebagai 
salah satu bagian media komunikasi. Melihat pesatnya perkembangan televisi 
atau yang bergaya televisi kabel tentu akan mempengaruhi masyarakat 
Indonesia.  
Televisi kabel atau sering dikenal dengan Cable Antena Television 
(CATV) adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio 
yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan 
bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena 
(over the air). Selain acara televisi, internet, dan telepon juga dapat 
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disampaikan lewat kabel ( Triple play service ). Seperti halnya radio, frekuensi 
yang berbeda digunakan untuk menyebarkan banyak saluran lewat satu kabel. 
Sebuah kotak penerima digunakan untuk memilih satu saluran televisi. Sistem 
televisi kabel modern sekarang menggunakan teknologi Digital CATV untuk 
menyiarkan lebih banyak saluran televisi. Cable Antenna Television sendiri 
sebenarnya identik dengan televisi kabel yang kita kenal saat ini, baik yang ada 
di kota besar maupun kota kecil yang ada di Indonesia, yang mungkin 
membedakan satu dengan yang lain adalah sistem distribusi yang 
diaplikasikan. Cable Antenna Television, dalam mekanismenya terdiri atas 
sebuah headend pengendali siaran dan sistem distribusi yang digunakan agar 
siarannya dapat dinikmati oleh para pelanggannya. Yang dimaksud dengan 
headend dan sistem distribusi serta beberapa aspek dari sebuah sistem catv, 
karena hal ini adalah sebagai dasar untuk memahami pengertian daripada catv 
itu sendiri. karena kadang – kadang seorang client akan mengalami kesulitan 
dalam memahami apa yang dimaksud dengan catv itu sendiri. Adapun sebuah 
sistem catv itu sendiri terdiri headend CATV dan distribusi CATV.  
Headend CATV Headend adalah jantungnya dari sebuah jaringan 
televisi kabel yang mana berfungsi sebagai penyalur semua siaran televisi yang 
sudah di setting dan siap di distribusikan kerumah pelanggan. Headend secara 
harfiah dapat dikatakan pengendali, pengumpul adalah sebuah susunan 
peralatan pengendali atau peralatan sumber siaran dari sebuah sistem cable 
antenna television (CATV). Karena sebagai pengendali maka dalam urusan 
channel – channel siaran yang akan disiarkan dalam sebuah sistem CATV 
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otomatis pengaturannya hanya pada headend. Sedangkan Sistem Distribusi 
CATV seperti telah dijelaskan di awal bahwa dalam sistem cable antenna 
television, disamping ada headend tentu ada sistem distribusi yang berfungsi 
untuk menyebarkan siarannya sampai kepada para customernya. Sistem 
distribusi CATV kebanyakan adalah sebuah jaringan yang memadukan semua 
sistem Topologi dari LAN (Local Area Network) yang ada pada jaringan 
komputer, seperti STAR, BUS, dan TOKEN RING. Kemudian cara kerja 
televisi kabel ini menggunakan multichannel kepada pelanggan yang 
dipancarkan dari Headend HFC melalui media HFC (Hybrid Fiber Coaxial) 
dan diterima di pelanggan tanpa menggunakan perangkat decoder dan smart 
card (kartu tayang). 
Lembaga penyiaran dalam bentuk televisi berlangganan semakin 
populer dan diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Ini terbukti 
dengan tingkat pertumbuhan pelanggan televisi berlangganan di Indonesia 
cukup tinggi di bandingkan pertumbuhan pelanggan televisi berlangganan di 
tingkat Asia Tenggara.
2
 Kondisi market yang cukup prospektif tersebut telah 
mendorong cukup banyaknya berbagai perusahaan untuk menyediakan layanan 
televisi berlangganan tersebut. 
Kehadiran lembaga penyiaran televisi menjadi instrumen penting 
dalam segenap aspek kehidupan masyarakat karena menggunakan ranah 
publik, baik dalam pengertian spektrum frekuensi maupun dalam pemahaman 
kepentingan publik. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, 
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maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. 
Penyiaran tidak hanya berhubungan dengan infrastruktur, tetapi juga substantif. 
Masalah isi siaran (content program) adalah titik krusial dalam penyiaran yang 
sesuai dengan hakikat dan ideologi tujuan berbangsa dan bernegara. 
Lembaga penyiaran televisi merupakan media yang mampu 
membentuk karakter dan citra suatu negara atau daerah dalam membangun, 
tinggal bagaimana mengemas informasi tersebut. Informasi terdiri dari 
bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan 
lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti 
tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu 
Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership 
(prinsip keberagaman kepemilikan). 
Seharusnya terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem penyiaran 
indonesia sejak terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran. Gagasan demokratis penyiaran, desentralisasi penyiaran dengan 
pola sistem stasiun jaringan serta kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia telah 
meruntuhkan hegemoni kekuasaan yang sebelumnya mengontrol secara ketat 
dan otoriter terhadap kemerdekakaan pers.Undang-Undang penyiaran didasari 
oleh kemerdekaan menyatakan pendapat dan kemerdekaan pers dalam koridor 
yang bertanggungjawab. 
Ada beberapa perbedaan mendasar yang merupakan keunggulan 
teknologi penyiaran digital dibandingkan dengan penyiaran analog yang 
selama ini kita kenal, di antaranya efisiensi daya pemancar, kualitas gambar 
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dan suara yang lebih baik (tidak ada efek ghost atau gambar berbayang), dapat 
diterima dengan baik oleh televisi bergerak (mobile receiver), konvergensi 
dengan aplikasi lain, terdapat jasa tambahan (multimedia dan home aplication) 
misalnya SMS. Serta adanya tren teknologi penyiaran dunia yang beralih ke 
digital. Hebatnya lagi, siaran televisi digital dapat diterima oleh handphone 
melalui fasilitas digital video broadcasting hand held. 
Yang menarik, dengan penyiaran digital akan terjadi efisiensi 
frekuensi dengan adanya sistem kanal multi program. Satu kanal analog setara 
dengan 2 sampai 10 program digital. Dengan demikian semakin terbuka 
peluang bagi lembaga penyiaran baru, khususnya di daerah dan diharapkan 
akan terjadi keberagaman isi siaran.
3
 
Lembaga penyiaran berlangganan memancarluaskan dan menyalurkan 
materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui televisi. Dalam 
menyalurkan programsiaran kepada pelanggannya, Penyelenggaraan penyiaran 
berlangganan dapat diselenggarakan dengan menggunakan sistem analog dan 
digital. Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan dilakukan oleh 
Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbentuk badan hukum Indonesia 
berupa Perseroan Terbatas, baik terbuka maupun tertutup, yang bidang 
usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. 
Lembaga penyiaran tidak begitu saja dapat menyiarkan program yang 
akan ditayangkan kepada khalayak. Sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menyebutkan setiap mata acara yang 
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disiarkan wajib memiliki hak siar dalam menayangkan acara siaran, lembaga 
penyiaran wajib mencantumkan hak siar. Kepemilikan hak siar harus 
disebutkan secara jelas dalam mata acara. Karena hak siar dari setiap mata 
acara siaran dilindungi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 
Penggunaan televisi berlangganan melalui kabel ini juga berdampak  positif 
maupun negatif dalam menggunakan jasa televisi kabel. 
Dampak positif  dari adanya penyelenggaraan penyiaran televisi 
berlangganan melalui kabel dimana sebuah kondisi yang sangat 
menguntungkan dikarenakan penyelenggaraan televisi kabel dapat dijadikan 
sebagai sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di daerah-daerah blank 
spot, yakni daerah-daerah yang tidak terlayani siaran televisi jika menggunakan 
antena biasa. Selain dampak  positif dari adanya penyelenggaraan televisi 
kabel, banyak dijumpai masalah-masalah yang belum tuntas dalam 
penyelenggaraan televisi kabel, banyak ditemukan belum jelasnya pengaturan 
tentang program acara untuk saluran local, kewajiban sensor internal, masih 
terjadinya pelanggaran hak siar, tidak adanya aspek legalitas perizinan yang 
jelas dan tidak adanya standar atau sertifikasi teknis peralatan yang digunakan 
termasuk jenis kabel. 
Dengan adanya masalah-masalah yang membayangi tersebut maka 
akan berdampak negatif bagi masyarakat yaitu: 




2. Adanya sebagian siaran hanya menyentuh selera rendah masyarakat, seperti 
berbagai program acara hiburan yang bersifat pornografis dan tayangan-
tayangan yang cenderung mengandung kekerasan (violence). 
3. Adanya tawaran siaran-siaran yang tanpa melalui proses sensor dalam hal 
ini operator televisi kabel melakukan persaingan dalam hal merebut 
pelanggan. 
4. Tidak adanya aturan tentang batasan jumlah saluran (channel) free to air 
dan tarif yang dapat dikenakan kepada pelanggan mereka. 
Melihat kondisi Dampak positif dan negatif dari adanya 
penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan melalui kabel mengakibatkan 
kerisis  multidimensi yang terus berlanjut, telah menyuburkan tumbuhnya 
kegiatan pembajakan karya cipta. Begitu parahnya dampak krisis multidimensi 
tersebut, sehingga kerapkali dilakukan tindakan represif terhadap bentuk 
pelanggaran hak cipta serta beberapa kali mampu menangkap para pembajak, 
namun sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, 
bahkan ada yang terbebas sama sekali dari jeratan hukum. Demikianlah 
gambaran umum kondisi krisis multidimensi yang terjadi dan hampir 
menyentuh seluruh aspek kehidupan, seolah kita akan sia-sia jika berharap 




Sedangkan masalah kekayaan intelektual ini menjadi penting sehingga 
Stewart merumuskan mengapa  hak cipta harus dilindungi dan dirhargai yaitu 
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karena alasan keadilan (the princple of nature juatice). pengarang adalah 
pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. 
Pencipta sebaiknya mampu memutuskan mencegah kerugian atau perusakan 
karya intelektualnya (intellectual of spring). Pengarang, seperti pekerjaan lain, 




Maka sumber utama untuk menelusuri hal itu merujuk kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang 
dimaksukan tentunya bersumber pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 
tentang Hak Cipta. Agar mendapat pemahaman yang komprehensif penting 




Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meski Undang-Undang tersebut secara 
eksplisit menyebutkan klausul mengenai bagaimana suatu hak cipta dapat lahir 
dan melekat pada diri seseorang, tidak cukup jelas disebutkan disana apakah 
dari ketiga jenis dasar penentuan atas timbulnya pengakuan terhadap lahirnya 
hak cipta tersebut (hak cipta lahir atau dianggap lahir ketika: diciptakan, 
diumumkan atau didaftarkan) bersifat alternatif ataukah prioritas. 
Hak cipta merupakan hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si 
pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau 
hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan 
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“hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya 
secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut 
untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan, dan mencegah 
pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu 
mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka 




Definisi yang diberikan oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan sebagai berikut :  
 “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
 berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
 bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
 peraturan perundang-undangan”.8 
 
Berbicara persoalan  hak cipta, pada umumnya maka secara tidak 
langsung akan berkaitan pada persoalan uang untuk merancang, mewujudkan, 
mememasarkan sedemikian rupa suatu karya cipta, maka dibutuhkan sejumlah 
uang apakah dalam bentuk yang besar atau tidak. Pemegang hak cipta berhak 
mendapatkan sejumlah uang sebagai penghargaan atas ciptaannya. Suatu karya 
yang dipromosikan, dipertunjukan atau diperbanyak dapat dinilai sebagai segi 
ekonomi. Suatu karya yang dihasilkan itu ternyata masih dibutuhkan individu 
atau sejumlah induvidu lain. Individu-individu inilah yang selain pencipta patut 
diberikan kepada mereka suatu penghargaan yang sama nilainya dengan 
penghargaan yang diberikan kepada seorang pencipta yaitu suatu hak khusus 
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atau hak eksklusif yang dengan hak eksklusif ini pihak lain tidak dengan 
sembarang dapat membuat, memperbanyak, menyiarkan atau meyiarkan ulang, 
menyewakan dan lain sebagainya selain tanpa adanya izin dari pemegang hak 
eksklusif tersebut. 
Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya siaran  memilik hak 
untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuaannya 
menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Ini 
berarti pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak 
ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah memperoleh izin dari 
penciptanya. Pemberian izin dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi 
dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisesnsi) membayar sejumlah 
royalti kepada pencipta (pemberi lisensi).
9
 
Dengan banyaknya lembaga televisi kabel mengambil dan menyimpan 
siaran lembaga televisi lainnya kemudian menjualnya kembali kepada 
pelanggan televisi kabel contoh paling nyata adalah PT. Bintang Bangkinang 
Vision ini telah melanggar hak cipta. Dengan adanya hal tersebut justru 
melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek bagaimana 
mengupayakan sebuah regulasi yang bersifat mengikat agar siaran dari stasiun 
televisi kabel tidak menimbulkan berbagai persoalan nantinya, 
Adanya kecurangan yang dilakukan oleh PT. Bintang Bangkinang 
Vision sebagai lembaga televisi kabel terhadap penyiaran lembaga televisi 
lainnya, yaitu mengambil dan menyimpan siaran lembaga televisi lainnya 
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kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan televisi Kabel. Seharusnya 
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 25 ayat 3 setiap orang 
dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten 
karya siaran lembaga penyiaran.
10
 
PT. Bintang Bangkinang Vision yang berdiri dalam akta notaris 
tercatat pada No Register Ahu-238.Ah.01. Pada Tanggal  11 Mei 2010 yang 
diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
ternyata tidak mendapatkan izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. Artinya PT. Bintang Bangkinang Vision telah 
menyiarkan materi siaran secara ilegal yaitu seluruh siaran yang disiarkan oleh 
PT. Bintang Bangkinang Vision tidak mendapatkan lisesnsi dan hak siar serta 
tidak memiliki izin dari Kemenetrian Komunikasi dan Informatika baik itu 
General Entertainment seperti, RCTI, SCTV, GLOBAL TV, INDOSIAR, 
MNC TV, Berita, penerangan dan informasi seperti TVRI, TVONE METRO 
TV dan puluhan siaran televisi yang disiarkan oleh PT.Bangkinang Vision 
adalah ilegal. Yang seharusnya televisi kabel ini menggunakan multichannel 
kepada pelanggan yang dipancarkan dari Head End HFC melalui media HFC 
(Hybird Fiber Coaxial) dan diterima  dipelanggan tanpa menggunakan 
perangkat decoder dan smart card (kartu tayangan). 
PT. Bintang Bintang Bangkinang Vision telah melakukan tiga modus 
operandi yakni dengan menggunakan siaran televisi asing, redistribusi siaran, 
dan ketiga pembajakan dengan mengambil data conditional acces dari televisi 
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berlangganan resmi untuk penerimaan siaran televisi asing ini.  Dengan sengaja 
berlangganan televisi kabel asing. PT. Bintang Bangkinang ini berlangganan 
secara pribadi tetapi distribusikan lagi  ke perumahan-perumahan. Caranya 
memasang kabel melalui tiang listrik dan mendistribusi televisi berlangganan 
itu dengan membuat suatu headend, decoder satu siaran. Sedangkan 
pembajakan siaran televisi berlangganan bermodus mengambil conditional 
acces dari televisi berlangganan yang resmi. Kemudian disiarkan lagi ke 
pelanggan. Caranya dengan memberi kode ke pelanggan, lalu membayar dulu 
dan harus ada decoder sehingga diberikan kode-kode tertentu. Setelah didapat 
kode tersebut, pelanggan tinggal masukan ke dalam box dan muncul siaran 
utuh. 
Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu komisiner Bidang 
Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Provinsi Riau koordinator bahwa PT. Bintang Bangkinag Vision tidak 
melaksankan sesuai mekanisme dalam mendapatkan izin penyelenggaran 
penyiaran (IPP) yang dilakukan secara bertahap, yakni izin sementara dan izin 
tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaran penyiaran, lembaga 
penyiaran televisi wajib melalui masa uji siaran paling lama 1 (satu) tahun. 
Dan yang terpenting, bahwa izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang 
dipindah tangankan (diberikan, dijual atau dialihkan) kepada pihak lain (badan 
hukum lain atau perseorangan).
11
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Untuk mengetahui lebih lanjut perlindungan hukum terhadap 
pemegang hak cipta dalam penyiaran televisi berlanganan, maka penulis 
tertarik untuk meneliti dengan sebuah karangan ilmiah dengan judul 
“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dalam Penyiaran 
Televisi Berlangganan Melalui Kabel Oleh PT.Bintang Bangkinang Vision 
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka 
penulis memfokuskan pembahasan: “Perlindungan Hukum Terhadap 
Pemegang Hak Cipta dalam Penyiaran Televisi Berlangganan Melalui Kabel 
Oleh PT. Bintang Bangkinang Vision Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. 
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah didefiniskan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba 
untuk ditemukan jawabannya.
12
 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat 
dirumuskan pokok permaslaahn sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk perizinan penyiaran televisi berlangganan melalui kabel 
oleh PT.Bintang Bangkinang Vision? 
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2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam 
penyiaran televisi berlangganan melalui kabel menurut Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk menegetahui bentuk perizinan penyiaran televisi berlangganan 
melalui kabel oleh PT.Bintang Bangkinang Vision.  
b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta 
dalam penyiaran televisi berlangganan melalui kabel menurut 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
2. Manfaat Penelitian 
Sedangkan  penelitian yang diharapkan oleh penulisan penelitian ini 
adalah: 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
b. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi  perpustakaan 




c. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu 
penegetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis 
lainnya yang akan melaksanakan terhadap raung lingkup yang sama. 
d. Sebagai salah satu syarat  untuk menyelesaikan Program Strata saru 
Ilmu Hukum di Fkaultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
 
E. Kerangka Teoritis 
Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan 
atau kerangka teoritis menjadi syarat yang penting. Dalam kerangka 
konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan 
dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau 
kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai 
suatu sistem aneka “theore’ma” atau ajaran.13 
 Teori yang di akan dipergunakan dalam kerangka teoritis: 
1. Teori Perlindungan Hukum 
 Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 
hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan adalah suatu  perlindungan 
yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik 
bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), 
baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan 
                                                          
 
13
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 7. 
 16 
 
peraturan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah 
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar 
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
 Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat 
sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 
Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana 
kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 
definitif, perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa 
yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil 
keputusan berdasarkan diskersi. Sedangkan perlindungan yang represif, 
yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih diajukan dalam 
penyelesaian sengketa, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa, termasuk penaganannya dilembaga peradilan 
 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
kepada subyek hukum dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 
maupun dalam bentuk yang represif, baik yang secara tertulis maupun tidak 
tertulis rangka menegakkan peraturan hukum. 
2. Teori Hak Kekayaan Intelektual 
  Beberapa teori hak kekayaan intelektual dalam khasanah ilmu 
pengetahuan dari john Locke tahun 1968, teori Hegel tentang “property for 
personhood” yang banyak berkembang di Amerika Serikat. 
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Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan hak kekayaan 
intelektual, antar lain: 
a. Teori Hak Alami (Natural Right Theory) 
Teori hak alami bersumber dari hukum alam. Penganut teori hukum alam 
antara lain Thomas Aquinas, Jhon Locke, Hugo Grotius. Menurut John 
Locke (1632-1704), secara alami adalah agen moral. Manusia merupakan 
substansi mental dan hak tubuh manusia itu sendiri sebenarnya 
merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal yang utama 
melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. 
Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan 
tindakan, namun tetap terikat aspek moralitas. Kebebasan membuat 
manusia kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayangkan akal pikiran 
untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri 
dan lagi banyak orang. Usaha mendayungkan kerja otak itulah yang 
menghasilakan suatu ciptaan, desain atau invensi yang baru selanjutnya 
secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain atau 
invetornya. Sekaligus juga memanfaatkannya, baik secara ekonomi, 
sosial maupun budaya. Sebaiknya orang lain wajib menghormati hak 
yang timbul tersebut. 
b. Teori Pertukaran Social (Social Exchange Theory) 
Penganut teori ini antara lain George C, Homan dan Peter Blau. Teori 
pertukaran dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. 
Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Hal 
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yang penting dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara 
nyata (tangble), misalnya dengan uang, barang atau jasa, adakalanya 
justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata (intangble), seperti 
penghormatan, persahabatan. Kaitannya dengan hak kekayaan intelektual 
adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan 
balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya. Orang dapat mengambil 
manfaat dari karya hak kekayaan intelektual tersebut, namun juga harus 
memberikan sesuatu kepada pencipta, pendesain atau inventornya. Ada 
semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang 
saling menguntungkan. Pencipta, pendesain atau inventor akan merasa 
dihargai hasil karya dan jerih payahnya, sehingga termotivasi untuk giat 




F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis 
sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau 
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Suratman. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 88. 
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2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di PT.Bintang Bangkinang Vision yang 
beralamat di Jl. KH. Agus Salim Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. 
Kampar. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti 
berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan 
sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan 
objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan 
penelitian.
16
 Teknik yang dijadikan penulis dalam pengambilan sampel 
adalah menggunakan perposive sampling yaitu sampel dimana elemen yang 
dimaksudkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan 
bahwa sampel tersebut representative atau mewakili sampel yang ada. 
Tabel I.1 
Daftar Populasi dan Sampel 
 
No. Responden Populasi Sampel Presentase 
1. Pimpinan dan karyawan 
PT.Bintang Bangkinang 
Vision 
10 orang 2 Orang 20 % 
2. KPID (Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah) Riau 
7 orang 3 Orang 42,8 % 
3 Pelayanan Hukum Kantor 
Wilayah Kementrian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Riau. 
9 Orang 3 Orang 33,3 % 
Jumlah 8 Orang 
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4. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian, 
sumber sumber data dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau 
objeknya.
17
 Seperti yang diperoleh dari observasi, wawancara, 
pengamatan  dan angket. Sedangkan dalam penelitian ini, sember data 
primer penelitiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
responden kuesioner. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
 buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 




5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, diperginakan teknik 
pengumpulan data anatara lain : 
a. Observasi, merupakan suatu proses melihat, megamati dan mencermati 
serta merekam prerilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. 
b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan 
tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan 
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c. Studi kepustakaan, adalah cara yang dilakukan untuk mencari tahu 
informasi membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan 
publikasi yang tersedia dipustaka. 
6. Metode Analisa Data 
Analisa data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 
suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisa secara 
deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu 
keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian metode analisa data yang 
digunakan adalah metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan hanya 
sedikit yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus dan tidak dapat 
disusun kedalam suatu struktural klasifikasi.
20
 Adapun data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, 
data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada 
responden dan penyebaran angket yang diisi oleh responden.
21
 
Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari wawancara 
dan angket, kemudian penulis mengolah dan menyajikan data dalam bentuk 
penjelasan dan uraian kaliamat kemudian penulis melakukan interpretasi 
sendiri terhadap data tersebut dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. 
Kemudian penulis menarik kesimpulan ini secara deduktif yaitu penarikan 
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kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan 
yang bersifat khusus. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematis 
penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub, 
sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem 
dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penuli akan 
menguraikan satu persatu maisng-masing bab tersebut, yaitu: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisikan uraian tentang : Latar Belakang Masalah, 
Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 
Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika 
Penelitian. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang tinjaun lokasi 
penelitian. 
BAB III : TINJAUAN TEORITIS 
Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang (judul 
skripsi) 
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Dalam bab ini penulis membahas tentang bentuk perizininan 
penyiaran televisi berlangganan melalui kabel oleh PT.Bintang 
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Bangkinang Vision dan perlindungan hukum terhadap pemegang 
hak cipta dalam penyiaran televisi berlangganan melalui kabel 
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta. 
BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP 
Merupakan bab kesimpulan dan saran: dalam bab ini akan 
disampaikan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa 
permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. 
Disamping ini juga akan disampaikan beberapa saran yang 
bersifat konkrit dan praktis menyangkut perlindungan terhadap 
pemegang hak cipta. 
 
